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TENTANG

PENGA]TGXATAN TEIIIAGA A}ILI BUPATI HALMAIIERA BARA?
tsIDAItTG HUKUM DAN KEUANGAN DAERA}I

DALATVI PEilIMLEI{GGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
I(ABUPATEII HALMA}IERA BARAT

TATIUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka rnenata penyelenggaraan tugas-tugas
pemerintahan, pembangunan dan pela3,anan kemasvarakatan agar
berjalan sesuai hukum rian ketentuan peraLulan perulrrlarrg unriangarr,
diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatrir
bidang Hukum dan Keuangan Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan Daerah;

ir. bahr,va mengingat kompleksnya berbagai perrnasalahan dalanr
penyelenggaraan pemerintahan _yang d.ihadapi oleh Pernerintah
KaLupaten ilalmahera Barat serta beium dimilikinya berbagai
perangkat aturan yang menjadi landasan hukum jalannya
pemerintahan, maka sangat dibutuhkan ketreradaan Tenaga Ahli Bupatj
Ridang Hukum dan Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
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a dan hun-if b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati l-Iaimairera Bar"at
tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati Halmahera Barat l3idang
Hukum dan Keuangan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O24;

I/l^- -;.^-^+ . 1 T T-.1 ^.^,- ,,*l^*^ 'l\T^*^- 4n T\^1^.,^ 1r\trO Ir^'^^r ^.^^* I I.^.1,.ivi Cii$ifigai : l. Ui-l0ang-UnCang i\OiTlOr C,U iai]Un i':Jii; ICfiiang t'Cnciapan t;nfieing-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang PemLrentukan Daerah-
daerah Sr,vatantra Tingkat II Dalam Wiiayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku menjadi Undang-undang;

2 Undang-undang Nomor 2B Tahun 1999 tentang Penvelenggaraan
Negara ]-ang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisrne;

3. Undang-undar:g Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-ttndang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provi:isi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
K:rbupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Katrupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Ko1,a
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
Undang-u-ndang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan Negara;
Urrdang-undang Nomor 5 Tahun zAL+ tentang Aparatur Sipil
ir{egara;
Undang-untlang Nomor 23 Tahun 2Al4 terrtang Pemerintahan Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi
Pemerintahan;

l0.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hutrungan Keuangar:
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

1l.Undang-undang Nomor 13 Tahun 2fr22 tentang Perubahan kedua atas
Undaag-undang Ncmor 72 Tahun 2il11 tentang Pember:tukan
Feraturan Perundang- undangan;

l2"Peraturan Pernerintah Nomor 55 Taleun 2005 tentang Dana Ferirnhang;
l3.Feraturan Peme:'intah N*mor 18 Tahun 2016 tentar:g Perangkat

Daerah;
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l4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OL7 tentang Manajemen
Pegarvai Negeri Sipil;

i5.Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2077 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

l6.Peraturan Pemerintah Nomor 1'2 Tahun 2079 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

lT.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun '2414 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemtrentukan Peraturan Perundang-unrlangan;

lS.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I'2A Tahun 20i8 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam I\legeri Nomor 80 Tahun 2Oi5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

l9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O'2O tentang
Fedornan Tekrris Fengelolaan Keuangan Daerah;

20.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2027
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Nomor 6 Tahun 2A16 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2l.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24
tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten
Halrnahera Barat Tahun Anggaran 2A24;

22.Peraturan Bupati F{almahera Barat Nomor 20 Tahun 2421 tentang
Per-ubahan kedua atas Peraturan Bupati Haimahera Rarat Nouror 10
Tahun 2016 t.entang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

J3.Per-ati;ran tsupati llalmahcia Barat Nonioi' 1 Tahun 202+ icniarig
Penjabaran APBD Kabupaten i-Ialmahera Barat Tahun Anggaran ')424_..

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Saudara ARIIOLD il. MUSA, S.H.,M.H sebagai Tenaga Ahli
Bupati Halrrrahera Barat Bidang Hukum dan Keuangan Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Masa kontrak keqia Tenaga Ahli Bupali Bidang Hukum dan Keuangan
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 8 Buian
terhitung mulai tanggal 1 Bulan Mei sampai dengan tanggal 31 Bulan
Desember Tahun 2024.

Masa kontrak sekragaimana dimaksud Diktum Kedua, seuraktu-naktu
rlpnat rlitiniair rl.an lalett r'liekhiri hilanrsrre tidek qesirAi denoRn'*eaj5.

ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan
ketlijakan pemerintah dan/atau bertentangan dengan ha1-hal lain v-ang
bersifat teknis.

Tenaga Ahii Bupati Bidang Hukr-rm dan Keuangan Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat diberjkan tunjangan
kinerja dengan besaran Rp. 7.$OO.OOO,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah).

Tenaga Ahli Bupati bidang Hukum dan Keuangan Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain memperoleh Hak-hak
sebagaimane di:naksud pada Diklum Keempat dapat pula dibenkan
tambahan penghasilan lain sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Daerah.

Tenaga AhIi Bupati Bidang Hukum dan Keuangan Daerah dalam
penl,.elenggraan Pemerintahan Daerah diberikan biaya perjalanan <1inas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah {Daiam Negeri) disetarahkan
dengan Perjalanan Dinas Irlon trNS.
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Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Keuangan Daerah Dalam
Penyelengaraan Fernerintahan Daerah mernprJn)/ai tugas sebagai
berikut:
a. Memberikan bahan masukan, kajian dalam perumusan kebijakan

Bupati Bidang Hukum dan Keuangan Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencakup pelayanan
administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

b. Membantu pemerintah daerah daiam men1rusun produk hukum
daerah.

c. Membantu pemerintah daerah menyusurl naskah-naskah peq'anjian
baik dengan pemerintah, pemerintah kabupaten lkota, lainnya
maupun pihak swasta nasional maupun asing.

d. Membantu pemerintah daerah dalam menangani dan men5relesaikan
kasus-kasus hukum yang melibatkan pemerintah daerah.

e. Memeriksa dan mengoreksi semua produk hukum daerah berupa
peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala
daerah, naskah hukum antara lain peq'anjian kerjasama daerah,
peq'anjian hibah dan lain-lain.

f. Berdasarkan surat kuasa dapat rnew-akili pemerintah daer-ah
Katrupaten Halmahera Barat sebagai kuasa hukum untuk
menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan pemerintah
daerah.

g. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

Tenaga Ahli Bupati Bidang Hukum dan Keungan Daerah Dalarn
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah daiam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada
Bupati.

Segaira biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkarulya
Keputusan ini ditretrankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pos Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

Jailolo
30 2024
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Tembusan; Disampaikan kepada Yti-r ;

i. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailoio,
2. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ass. Bid. Adn-iinistrasi Umum

Keneia RKAD

Kabag. Hukum & Orgs


